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Abgract: There have been alot of funds spent by the government for a number of disciplinary
processes, but the resulting outcomes have not been able to answer changes in the behavior of
the apparatus for the better. This paper highlights the behavior of the apparatus after following
the training, not yet completely changing the essential attitude such as increasing the value of
honesty, commitment, and ethics. The results of the study show that in order to conduct apparatus
education and training it can give abetter and more effective meaning asaresult of learning, itis
necessary (1) leadership commitment to obey the principlesin organizing education and training,
(2) the curriculum that is designed must be the needs of the participants and the weight of
behavior change is more directed towards the affective domain, and 3) gives reward and
punishment to the apparatus in accordance with their behavior.

Abstrak: Telah banyak dana yang dikeluarkan pemerintah untuk sejumlah proses kediklatan,
namun outcomes yang dihasilkan belum mampu menjawab perubahan perilaku aparatur ke arah
yang lebih baik. Tulisanini menyorot perilaku aparatur setelah mengikuti diklat, belum sepenuhnya
terjadi perubahan sikap yang esensial seperti peningkatan nilai kejujuran, komitmen, dan etika.
Hasil kajian menunjukkan bahwa agar penyelenggaraan diklat aparatur dapat memberi makna
yang lebih baik dan efektif sebagai hasil pembel gjaran, maka diperlukan (1) komitmen pimpinan
untuk taat azas dalam penyelenggaraan diklat, (2) kurikulum yang didesain harus merupakan
kebutuhan (need) para peserta dan bobot perubahan perilaku lebih banyak diarahkan kepada

ranah afektif, dan 3) berikan reward and punishment kepada aparatur sesuai dengan perilakunya.
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PENDAHULUAN

Pertanyaan paing mendasar terkait dengan
masal ah diklat aparatur di Indonesia adalah:
Mengapa proses diklat yang dilakukan oleh
lembagadiklat selamaini, belum sepenuhnya
mampu merubah prilaku aparatur, terkait sikap
prilaku (behavior/attitude)? Telah banyak dana
yang dikel uarkan pemerintah untuk sgumlah pro-
seskediklatan, namun outcomesyang dihasilkan
belum mampu menjawab perubahan prilaku
goaraur kearah yanglebih baik. Apadan dimana
measa ahnya?

Dalam kurikulum diklat polabaru yang
diterbitkanoleh LAN RI yangmemiliki sgumlah
subject matter, dirasakan mas h sebatas Know-
ledgeand Skill (KS). Namun bagaimanadengan
perubahan terhadap sikap prilaku (attitude)?
Mengapa setelah aparatur mengikuti diklat,
bel um sepenuhnyaterjadi perubahan skap yang
esengal seperti peningkatan nilal kejujuran, ko-
mitmen, istigomah, tekut dosadan etika, danlain
sebaga nya. Mengapaagparaur mashterjerumus
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atau terperangkap dalam kasustindak pindak
korups daam penye enggaraan kepemerintahan?
Padaha merekatdahberkai kai mengikuti pen-
didikan dan pelatihan, mulai dari diklat pra
jabatan ataulatsa, diklat kepemimpinan tingkat
IV, diklat kepemimpinantingkat |11 dan bahkan
sampal dengan Lemhanas? Inilah yang menarik
untuk dimunculkandadamtulisanini.

Diklat PNS memiliki kelemahaninheren
dikarenakan paradigma belgjar cognitivism
yang mel andasi nya, mengkonseptualisasikan
pengetahuan (knowl edge) atau ranah cognitie
dalam proses pembel gjaran secarasempit. Aki-
batnya, Diklat PNStidak akan pernah mampu
memenuhi seluruh kebutuhan bel gjar aparatur
pemerintah. Prosespembed garanyang dilakukan
terkesan untuk menghabi skan waktu dan terlihat
sebatas peningkatan pengetahuan dan keteram-
pilan sga. Apabiladitanyasod perubahan sikap
prilaku (attitude) makalembagadiklat belum
mampu memberi jawaban secarafakta, karena
belum dapat menunjukkan hasil kajian yang
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menddamdanilmiah.

Untuk mengatas permasalahanini, maka
penulis mengusulkan constructivism sebagai
paradigmaalternative, dimanabelgar dikon-
septualisasikan sebagai prosesindividu dan se-
kaligus sosial kemasyarakatan. Dengan para-
digmaini, pengembangan SDM tidak lagi dilihat
sebagai kegiatan diklat semata, tetapi proses
be gjar yang bisaberlangsung baik dalam kon-
teksdiklat maupun daam konteks pekerjaan dan
lingkungan sosid yang lebihluas.

Dengan demikian, model Diklat non-
klaskd yang bd umterlaksanaddam ssemdikla
Aparatur dapat diwujudkan secaranyata. Pe-
rubahan pesat dilingkungan eksternd daninternd
organisas pemerintah dewasaini menimbulkan
implikasi kebutuhan belgar yang besar bagi
PNS. Secaraeksternal, perubahan mindset ko-
mitmen Indonesiauntuk ikut sertadalam ber-
bagai perjanjian bilateral dan multilateral, baik
padalingkup regiona maupun globd merupakan
tantangan berat yang menuntut gparatur pemerin-
tah untuk bekerjalebih profesond agar mampu
mendukung Indonesiauntuk beradapadaposis
kompetitif daam pergaulaninternasiond.

Secarainternd, sgiak desentralisas digulir-
kan, terjadi perubahan mendasar padaberbagai
aspek penydenggaraan administras negarabak
di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menimbul -
kanimplikas perubahan belgar yang besar bagi
aparatur pemerintah. Sgjauhini kebutuhan pe-
ngembangankapastasSDM Aparatur kebanyakan
dipenuhi medui s tem Pendidikan dan Pelatihan
Pegawa Negeri Sipil (diklat Aparatur), sertame-
laui pendidikanforma di Perguruan Tinggi (PT).
Akan tetapi, sistem pengembangan SDM apa-
ratur yang dititikberatkan pada Diklat formal
seperti sekarangini belum ada, dan bahkan tidak
akan pernah mampu, membekali PNS dengan
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan,
untuk bisame aksanakantugasdanfungd mereka
secaraefektif.

Hal demikian, bisadilihat dari rendahnya
mutu penyel enggaraan pel ayanan publik yang
tercermin dari banyaknyakel uhan masyarakat
yang disampaikan lewat mediamassaatau forum
lainnya LantasbagamanaefektivitasDiklat PNS
yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,

keahlian, keterampilan, sartamemantapkan skap
prilaku dan semangat pengabdian yang berorien-
tas padapel ayanan, pengayoman, dan pember-
dayaan masyarakat yang disebutkan dalam
Peraturan Pemerintah.

METODE

MenggpaDiklat PNSyang semakin gencar
dil aksanakan sdamaini, belum berhas| mengem-
bangkan kapasitas aparatur pemerintah untuk
bisa merubah sikap prilaku kearah yang lebih
baik? Seperti memberi pelayanan publik yang
berkualitas? Tidak semuaA paratur memahami
tentang maknadari sebuah diklat? Tidak semua
penyelenggaradiklat memahami tentang Input,
Proses, Output, Outcomesdari sebuah sistem
diklat?

Untuk menjawab pertanyaan diatas,tidak
cukup dengan hanyamelihat Diklat PNSitu sen-
diri sebagai object atau pokok permasalahan.
Akan tetapi perlu mencermati lebih jauh lagi
tentang paradigma pengembangan SDM yang
melatar belakangi diklat aparatur tersebut. Oleh
karenaitu, tulisanini akan mengekplore para-
digmacognitivismyang mendasari diklat apa-
ratur (ASN) sehinggaterbentuk pribadi yang
amanah.

HASII DAN PEMBAHASAN
ParadigmaPembeéajaran

Bahwa sistem Diklat PNS di Indonesia
masi h memiliki kelemahan. Laporan Capacity
Building Analysisolen GTZ/USAID-CLEAN
URBAN (2001) misalnya, mengindikasikan
adanyaketidakpuasan akan sstemdiklat struk-
tural karenadurasinyaterlalu panjang, mahal,
dan terlalu teoritis, sertatidak memadal untuk
mengembangkan kemampuan dan keterampilan
yang dibutuhkan oleh Pegawai.

K elamahan yang paling mendasar adalah
kenyataan bahwaDiklat formal hanyamampu
mensuplai pengetahuan yang bersifat eksplisit,
padahd pegawal justru memerlukanlebih banyak
pengetahuan implisit untuk bisamel aksanakan
tugas mereka secara efektif. Polanyi (1958,
1967), seorang ilmuan kimia yang beralih
menjadi filosof, membagi pengetahuan kedaam
dimens eksplisit dan tacit. Menurutnya, pe-



ngetahuan eksplisit mudah diungkapkan baik
secaralisan maupun tulisan. Karenasudah ter-
struktur, pegawai dapat menemukannyadengan
mudah dalam buku, manual, pedoman, laporan
dan dokumen organisasi lainnyabaik yang ber-
bas skertasmaupun e ektronik.

Akan tetapi, kel emahan pengembangan
SDM aparatur terkait dengan faktor yang lebih
mendasar lagi, yakni paradigmabelgjar yang
dianut, yang kemudian melahirkan sstem Diklat
PNSyang bersifat tradisiona dankonvensiond,
yakni prosesbel g ar berbasi sruang kelasdimana
kurikulum, metode bel g ar, waktu, tempat dan
aspek-aspek |ainnya sudah diresepkan secara
baku.

Pemahaman mengenal belgjar telah dido-
minasi oleh pandangan cognitivism yang di-
samping melihat prosesbel g ar secarasempit,
jugaditambahlagi olehinterpretas dalam me-
ngimplementaskankeda am desainingruksiona
padaDiklat PNS. Meskipun dalam Peraturan
Pemerintah mengend Diklat non-klaska (non-
konvensional), tapi kenyataannya penyeleng-
garaan Diklat PNS masih dalam bentuk kon-
vensond (klasikd). Kelemahanlaindari Diklat
yangberbasiscognitivisnaddahtraningtransfer,
yakni kesulitan mengaplikasikan gpayangtelah
dipelgari dikelas kedalam realitas pekerjaan
sehari-hari.

Paradigma cognitivismlahir sekitar de-
kade 60-an sebagal upaya koreksi terhadap
pandangan sempit airan behaviourism (Skinner
1954, 1957; Watson, 1970) yang melihat proses
bel gar sebagai perubahan perilaku yang nampak
dari luar. Bagi kalangan behaviourist, otak ma-
nusiamerupakan kotak hitam yang tidak bisa
diamati secaraobjektif sehinggatidak cocok
dijadikan objek penditian. Akan tetapi, cogniti-
vis mengklaim bahwaotak manus abukan kotak
hitam yang misterius, dan bahwa proses mental
di dalamnya bisa dan bahkan perlu dijadikan
objek penelitian secaraempiris(Mergel, 1998).
Dengandemikian, bagi kaum cognitivist, belgar
adalah kegiatan individu yang ditandai oleh
perubahan dalam schemaatau struktur penge-
tahuan ddam otek manusia. Alat ukurnyaaddah
dayaingat dan tingkat pemahaman.

Hal ini terjadi karena cognitivism me-
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misahkan antarabelajar dan bekerja. Belgar
dianggap sesuatu yang hanya bisa dilakukan
padawaktu dan tempat tertentu yang terpisah
dari waktu dan tempat dimanapegawai bekerja
sehari-hari. Untuk mengembangkan kemampuan
pegawal, merekaharus meninggal kan pekerjaan
untuk secarakhusus mengikuti proses pembe-
lgjarandi unit diklat.

Sedlamamengikuti diklat merekaterisolas
dari lingkungan otentik dimanahasi| Diklat itu
nantinyaakan diaplikasikan. Isolasi seperti ini
berlangsung cukup lamamengingat diklat PNS,
terutamaDiklat struktura, berlangsung dalam
jangka waktu yang cukup lama pula, dan
biasanyabersfat resdensd, yatu pesertaDiklat
menginap di asrama. Prosestrandfer pengetahuan
padasaat belgar tersebut diassosas kan dengan
pemrosesan informasi pada computer yang
meliputi rangkaian “input- proses-output” (IPO).
Daam hal ini, bel g ar merupakan proses peng-
kodeaninformad yang diterimakeddam memori
(Input), lalu diassimilasikan kedalam struktur
pengetahuan dalam otak atau schema(proses),
dan selanjutnya disimpan untuk diakses jika
sewaktu-waktu diperlukan (output).

Bagi penganut cognitivism pengetahuan
sfatnyagiven, absolut, externd redlity yang te-
rekam dalam benak individu. Jadi, otak manusia
dilihat sebaga wadah yang diis dengan penge-
tahuan yang sudah adadi luar ssnamedui proses
pembedgaran. Begar bagi penganut cognitivism
adal ah prosestransfer pengetahuan dari sumber
yang kaya pengetahuan ke tujuan yang lebih
miskin pengetahuan.

Sayangnya, sudut pandang cognitivismdi
atas merupakan penyederhanaan yang ber-
|ebihan dari proses belgar yang sesungguhnya
merupakan fenomenayang amat kompleks. Ken-
dati demikian, cognitivismtetap mendominasi
pemahaman mengenai belgar, dan ini bisa
dipahami mengingat kompatibilitasnyadengan
hakekat |egaitasformal birokras (efisien, ter-
ukur, predictable dan terkendali); suatu model
organisas yang dikemukakan oleh Max \Weber,
yang hinggakini masih dominan sebagal model
organisas pemerintah maupun swasta.

Krebs (1998), seorang konsultan men-
sgj g arkan pengetahuan semacam ini dengan
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“data” yang mudah ditemukan dalam komputer
dantempat penyimpanan pengetahuantradisond
seperti filing cabinet. Jadi pengetahuan eksplisit
bukanlah pengetahuan baru, tidak pulamemiliki
nilai competitif tinggi karenahanyamerupakan
pengetahuan dasar yang secara default perlu
dimiliki oleh pegawai (know-what). Pengetahuan
eksplisit inilah yang bisadijadikan bahan atau
materi dlam Diklat konvensiond. Hal ini sesuai
dengan prons p Cognitivism yang memandang
pengetahuan sebagai reditaseksterna dan otak
manusiasebagal wadah pengetahuan, sehingga
belgar direduks menjadi prosestranfer penge-
tahuan eksplisit dari sumber yang banyak penge-
tahuan ketujuan yang kurang pengetahuan.

Sgaan denganitu, cognitivismmenekan-
kan padaprosesbelgar yang terukur, misalnya
melaui penetgpan tujuan belgar secaraobjektif,
tegas, dan pesertadinilai dari kemampuan me-
rekamencapai tujuan belgjar tersebut. Karena
keterukurannya, peringkat pesertaDiklat bisa
ditentukan berdasarkan ukuran-ukuran baku,
terutamadengan hasil ujian. Untuk menjamin
objektivitas, kurikulum dan berbagai standar
penye enggaraan ditergpkan secaraseragam dan
ini biasanyaditetapkan oleh satuingtitus sentral.
Lebihjauhlagi, kompetensi seorang pegawai
sebagal output Diklat sering diukur menurut asas
legalitasformal yang kaku seperti ijazah atau
sertifikat apayang dimilikinya, dan bukan pada
apa yang mampu ia lakukan secara nyata.
Dominad pandangan cognitivismini mempersem-
pit kesempatan belgar bagi pegawai karena
hanyabdgar forma seperti Diklat konvensiond
dan pendidikan di universitasyang diangap se-
bagal arenapengembangan kapasitas.

Keterbatasan Inheren dan Kendala Teknis
Diklat Konvensional

Diklat konvensional yang berlandaskan
cognitivism seperti disebutkan di atasmemiliki
kelemahaninheren, sehinggameskipundisdeng-
garakan dengan sempurna, tetap tidak akan
mampumensupla seuruhkebutuhanbdgar yang
diperlukan oleh pegawai. Hanyasg apenyeder-
hanaan diatas mengingkari dimensi lain dari
pengetahuan yangjustru lebih bermanfaat daam

mendukung pegawai dalam menyelesaikan
pekerjaan.

Dimens yangterabaikanini diistilahkan
oleh Polanyi sebagal pengetahuantacit atauim-
plisit. Pengetahuan semacamini bersfat persond
dalam arti iamel ekat dan tersirat dalam praktek
dan carakerjapemiliknyasehinggasusah untuk
dikemukakan secaraverbal atautertulis. Penge-
tahuantacit inilah yang biasatercermin dalam
sikap dan perilaku pegawai yang hinggakini
belum dan tidak akan pernah bisa tersentuh
ddam Diklat PNSsdamameash disdenggarakan
dalam bentuk konvensional.

Implikasinyaadal ah bahwa pengetahuan
impligitini susahuntuk di transfer dari satu orang
keoranglain seperti yang terjadi dalam konteks
Diklat formad. Krebs(1998) menganggap penge-
tahuan tacit sebagai “kecakapan” yang hanya
bisaditemukan dadamsisimbiologisdansstim
sogd. Pemiliknyaseringtidak menyadari bahwa
iamemiliki pengetahuan semacamini, danjika
diameningga kan organisas makapengetahuan
tacit miliknyaturut terbawapergi (brain-drain).
Kaaupun pegawa menyadari, pengetahuantacit
ini tidak akan merekabagikan kepadaoranglain
secarasukardlakarenaiamemiliki nilai kompetitif
yangtinggi.

Karakteristik lain dari pengetahuan tacit
add ah sfatnyayangkontekstud, yakni terbangun
di tempat kerjasehinggarelevansinyadengan
pekerjaan pegawai tidak diragukan. Yanglebih
penting lagi adalah bahwa pengetahuan tacit
sifatnyaactionable dalam arti digunakan oleh
pegawai untuk secara efektif menyelesaikan
pekerjaannya (know-how). Pengetahuan tacit
serupa dengan apa yang didapatkan melalui
“double-loop learning” dalam teori Argyris dan
Schon (1996), yakni belgjar kearah perubahan
nilai-nilal danasumg-asums dasar, dan bukannya
mengenal gpayangterlihat di permukaan.

Beberapa ahli dan pemerhati masalah
pembel gjaran dalam organisasi mulai melirik
dimens pengetahuan yang tersembunyi ini.
Pentingnyapengetahuan tacit terutamakarena
proporsinyayang jauh lebih banyak dibanding-
kan dengan pengetahuan eksplisit. HAl ini tercerin
dalam pernyataan Polanyi (1967) bahwa “we
can know more than we can tell” yang maksudnya



pengetahuan kitajauh lebih banyak dari pada
apayang bisakitaungkapkan secaraverba atau
tertulis. Sebagian ahli yang berpendapat bahwa
pengetahuan tacit lebih berharga ketimbang
pengetahuan eksplisit.

Kepemilikan pengetahuantacitinilah yang
membedakan seorang maestro dari seorang
novice (pemula). Nonakadan Takeuchi (1995),
duaorang penditi pembdgaranddam organisas
di Jepang, berpendapat bahwa keberhasilan
perusahaan-perusahaan multinasiond di Jepang
|ebih banyak ditentukan olen kemampuan mereka
mengembangkan kregtivitas dengan mendorong
pegawal untuk saling berbagi pengetahuan tacit.
Kusterer (1978) menggunakan istilah “working
knowledge” yang maksudnya sama dengan
pengetahuan tacit, dan berpendapat bahwa pe-
ngetahuan semacam itu sangat bermanfaat dalam
proses produks atau pelayanan. Kendati pera-
nannyapenting, pengetahuantacit yang tersem-
bunyi ini tidak bisadipegai mddui Dikla formd
mengingat karakteristiknyadi atas.

Kedemahanlaindari Diklat tradisond yang
berbasis Cognitivism adalah training transfer,
yakni kesulitan mengaplikasikan gpayangtelah
dielgari daam Diklat keredlitas pekerjaan se-
hari-hari. Hal ini terjadi karenaCognitivismme-
misahkan antara “belajar” dan “bekerja”. Belajar
dianggap sesuatu yang hanya bisa dilakukan
padawaktu dan tempat tertentu yang terpisah
dari waktu dan tempat dimanapegawal bekerja
sehari-hari. Untuk mengembangkan kemampuan
pegawal, merekaharus meninggal kan pekerjaan
untuk secarakhususmengikuti proses pembe a-
jarandi balai atau unit Diklat. Selamamengikuiti
Diklat merekaterisolas dari lingkungan otentik
dimanahasi| Diklat itu nantinyaakan digplikasi-
kan. Isolasi seperti ini berlangsung cukup lama
mengingat Diklat PNS, terutama Diklat
strukturd, berlangsung dd amjangkawaktu yang
cukup lamapula, dan biasanyabersifat resden-
sd, yaitu pesertaDiklat mengingp di asrama.

Permasalahan training transfer tersebut
melahirkan anekdot “lain teori lain praktek”,
kendati sesungguhnyatidak demikian. Penerimaan
anekdot di atas cenderung menjadikan Diklat
sebagal formditasdan bukan murni untuk tujuan
pengembangan kapaditas, setidaknyadari sudut
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pandang peserta. Perlu dipahami bahwabegar,
terutamayang ditujukan untuk meningkatkan
kapasitas dan kemampuan kerja, sifatnyakon-
tekstual dantidak bebasnilal. Sesuatu yang di-
anggap benar dan gplikatif di suatutempat, sering
tidak demikian halnyadi tempat lain. Implikasi-
nyaaddah bahwaprosesbdgar yangpaingided
adalah yang terjadi di tempat kerja dimana
pengetahuan yang didapat akan diaplikasikan.
Dengan demikian substans pengetahuan, kete-
rampilan, besertabudayaorganisas yang mem-
bentuk sikap, perilaku bisadiinterndisas secara
amultan.

Kdemahan sdanjutnyadari Diklat berbasis
cognitivism add ah ketidakmampuannyasebaga
arenapembe g aran untuk memenuhi kebutuhan
bel gar yang sfatnyakonstan dan terus-menerus
yang diakibatkan ol eh perubahan lingkungan ya
ng cepat dan peningkatan volume dan komplek-
sitas kerja. Hal ini disebabkan karena Diklat
formal dibatasi ol eh ruang dan waktu yang di-
akibatkan oleh pemisahan antara belgjar dan
bekerjadaam pringp cognitivism sebagaimana
dikemukakan di atas.

Kesesuaian antaramateri Diklat dan kebu-
tuhan belgar persertayang memiliki tingkat pe-
ngetahuan, pengalaman, latar belakang dan
lingkungan kerja yang beragam merupakan
kelemahanlaindari Diklat konvensiond. Hd ini
terjadi karenahakekat belgjar manusia, yang
sesungguhnyakompleks, disgj g arkan dengan
proses | PO padasi stim komputer. Manifestasi-
nyadaam Diklat PNS, misanya, adalah bahwa
selamapenydenggaraan Diklat pesertadisuguhi
dengan materi (Input) yang diharapkan bisa
dicerna (Proses) sehinggabisamel ahirkan pe-
ngetahuan, pemahaman dan keterampilan baru,
beserta sikap dan perilaku yang lebih positif
(Output) untuk kemudian dibawa pulang untuk
diaplikasikan di tempat kerjamerekamasing-
masing. Akibatnya, Diklat PNSbersifat supply-
driven dalam artian apayang peserta pel gjari
tidak selalu berdasarkan kebutuhan red mereka,
tetapi menurut gpayang dianggap olehoranglain
(seperti mangjemen, perancang Diklat atau
pembuat kurikulum) dibutuhkan mereka. Ma-
nivestasinyabisadilihat dari kurikulum Diklat
yang sarat dengan muatan materi yang belum
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tentu sesuai dengan kebutuhan pesertaDiklat
baik dari segi jenismaupun jumlahnya

Dengan demikian, Diklat formd jugaingkar
terhadap kebutuhan, gaya dan karakteristik
belgar orang dewasa. Cross (1981) dalam pe-
nelitiannya menemukan bahwakarena sudah
memiliki pengatahuan dan pengalamanyanglues,
pel g ar dewasalebih sukamengendalikan ke-
putusan mengenal apa yang mau dipelgari,
bagaimanamempe g arinya, kapan dan dimana
melakukan proses bel gjar tersebut. Tingkat pe-
ngetahuan, pengadaman, latar belakang danling-
kungan kerjayang beragam inilah yang menjadi
penentu apa yang sebenarnya relevan untuk
merekapdgari. Ciri kemandiriandanfleksbilitas
orang dewasadalam bel g ar tersebut tidak bisa
terakomodas ddam Diklat konvensiona yang
kurikulum, metode bel g ar, waktu, tempat dan
sebagai nya sudah diresepkan secarabaku.

Sinergi pengetahuan dan kemampuanyang
merupakan karakteristik belgjar orang dewasa
yang sudah memiliki pengdamanterabaikanoleh
pringpindividudist yang dipegang oleh Cogniti-
vism. Daam Diklat formal, keberhasilan pesarta
dinilai dari kemampuan individu menyerap pe-
ngetahuan yang disgikan, yang biasanyadiukur
melalui ujian formal (adapengawas dan tidak
boleh kerjasama) padaakhir proses pembela-
jaran. Bahkan ranking merekabiasanyaditentu-
kan. Permasd ahannyaada ah bahwakemampuan
seseorang yang ditunjukkan oleh hasl ujiantidak
mencerminkan secaraakurat dayabel gar, apa
lagi kemampuan orang tersebut dalam bekerja.
Orang dewasajustrulebih banyak bel gar meaui
sintesis pengetahuan yang didapatkan melalui
sding berbagi di tempat kerjamaupundi tempat
Diklat. Saling “menyontek” dalam konteks
belgar orang dewasajustru menguntungkan dan
perlu diga akkan, karenabisamendukung proses
sintesa pengetahuan yang akan melahirkan
pengetahuan baru padaordo yang lebih tinggi.
Prinsip “keseluruhan lebih banyak dari jumlah
bagian-bagiannya (Thewholeismorethan the
sum of its part)” kurang termanfaatkan dalam
Dikla formal.

Disamping kelemahaninheren dari Diklat
forma yang tel ah dikemukakan di atas, terdapat

pula sgjumlah kelemahan teknis pada Diklat
formal bagi PNS.

Sebagai mana dikemukakan padabagian
awal tulisanini, CBNA telah melaporkan kele-
mahan Diklat struktural yang durasinyaterlau
panjang, mahal, danisinyayang terlalu teoritis,
sertatidak memadai nyauntuk mengembangkan
kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan
pegawai . Pada prinsipnya, kelemahan teknisitu
bisa dilihat pada setiap kmponen dari siklus
Diklat seperti anaisakebutuhan yangtidak di-
adakan atau tidak tepat, rancangan danimple-
mentas yang tidak sinkron, sertaevauas yang
tidak dilakukan secarabenar dan hasiinyatidak
digunakan secaraseriusuntuk mengembangkan
penyd enggaraan Diklat seanjutnya.

Adasgumlah hal yang perlu dilakukan
daam rangkapenyempurnaan s stem pengemba:
ngan SDM di sektor publik. Pertama, paradigma
pengembangan SDM harusbergeser dari Cogni-
tivism ke Constructivism. ParadigmaConstruc-
tivism berasumsi bahwa pengetahuan tidak
absolute, tetapi bersifat tentative dan tergantung
bagaimana individu mengkonstruksi makna
sembari berinteraksi dengan lingkungannya
(Brunner, 1996; Murphy, 1997). Jadi Construc-
tivism mengakui bahwamanus aada ah mahluk
sosia dan belgjar adalah prosesdialektik yang
tidak terjadi ddam social vacuum; dimamama-
nusiamencoba mendekati kebenaran dengan
mengkongtruks danmerekonstruks pemahaman
mereka secarasubjektif.

Hal ini akan menggeser fokus pengemba-
ngan SDM dari “Diklat” ke “belajar”, dimana
prosesbelgjar tersebut tidak selalu harusberla
ngsung melalui Diklat tetapi bisamelalui cara
informal . Dengan demikian prosesbd gar yang
terjadi di luar konteksDiklat formal yang sesu-
ngguhnyabanyak dan sangat bermanfaat dalam
rangkapengembangan kapasitas pegawai bisa
tergpresias dan termanfaatkan.

Seiring dengan pergeseran ke paradigma
Congtructivism, Diklat PNSyang adasekarang
perlupuladirevitdisas agar lebihmendewasakan
orang dewasa. Secarakongkrit, Diklat perlu
dirancang untuk memberikan lebih banyak kele-
luasaan kepadaca on pesertauntuk memilih gpa
sebenarnyakebutuhan belgjar merekadengan



tidak menawarkan materi dalam bentuk paket.

Sdainitu, penydenggaraan Diklat sebaiknya
dipecah kedalam beberapa segmen, dan setiap
segment dilaksanakan dalam waktu yang
berbeda. Solusi ini akan memberi kesempatan
kepadapesertaDiklat untuk kembai ke tempat
kerjadan mencobamenerapkan apayangtelah
merekapelgari. Disampingitu, dengan teknik
ini pegawal tidak perlu meningga kan pekerjaan
terldulama Akhimya, pandangan Condructiviam
akan dengan mudah mengakomodasi model
pembel g aran melaui magang, mentoring, coa-
ching, pelatihan di tepat kerjadan teknik pembe-
|gjaran non-konvensional semacamnyayang
dadam Sistem Diklat PNSdikend sebagai mode
Diklat non-klasikal, tetapi belum terlaksana.

Diklat PNSyang berbentuk konvensiona
tidak mampu membekdi pegawa dengan penge-
tahuan yang diperl ukan untuk bisame aksanakan
tugas secaraefektif. Disamping karenakdema
han teknisdari model Diklat tersebut, terdapat
pulasg uml ah kelemahan inheren yang diakibat-
kan karena paradigma pengembangan SDM
yang mendasarinyaterlau berorientas cognitivis.
Akibatnya, bel gar terlalu disederhanakan men-
jadi prosestranfer pengetahuan dari sumber yang
dianggap kayapengetahuan (misalnyapd atih)
ke orang yang | ebi h miskin pengetahuan (peserta
Dilklat) sebagai upaya untuk mengisi otak
manus ayang merupakan wadah pengetahuan.

Daam berbagal pendlitian (lihat misanya
Ledieetd., 1997; Day, 1998; Low et d., 2001;
Nidumolu et al., 2001) disebutkan bahwa 70
hingga 90 persen dari pengetahuan orang dewasa
didapatkan meldui prosesbd gar informal, yakni
proses belgar yang tidak diatur, tetapi terjadi
melaui interaks antar pegawai di tempat kerja
balk secarainsgdentil maupun disengga Karena
sifatnyaimplisit dan pengetahuan yang terlibat
jugaimplisit, Diklat formal tidak mampu men-
jangkau pengetahuan ini, dan karenanyapula
sebagian besar pengetahuan yang peranannya
sangat penting menjadi terabaikan.

Argumendi atastidak menafikan peranan
Diklat formad, akantetgpi mencobamenekankan
bahwaDiklat formd tidak memadal karenahanya
mampu mensupla pengetahuan eksplit (know-
what), dan karenanyaperlu ditunjang dengan
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prosesbelgar informal agar pegawa memiliki
akseske pengetahuanimplisit (know-how) yang
akan membantu mereka untuk melaksanakan
tugas dan fungsi secara lebih berdaya guna.
Dengan katalain, hubungan antaraDiklat formal
dan belgar informal bersifat komplementer,
bukan substitutive.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, agar penyele-
nggaraan diklat A paratur dapat memberi makna
yang lebih baik dan efektif sebagal hasil pembe-
lgaran, makadiperlukan (1) komitmen Pimpinan
untuk taet azasddam penydenggaraan diklat (2)
Kurikulum yang di desain harus merupakan
kebutuhan (Need) para peserta dan bobot pe-
rubahan perilakulebih banyak diarahkan kepada
ranah Afektif (3) Berikan Reward and Punish-
ment kepada aparatur pemerintah.
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